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Isu Kunci 

• Konsumen rentan dalam menghadapi kesulitan mengasimilasi informasi sehingga rentan terhadap praktik 

pelaku usaha yang curang. 

• Peningkatan jumlah impor golongan makanan dan minuman olahan rumah tangga dari tahun ke tahun. 

• Banyak ditemukan pangan impor yang tidak sesuai standar peraturan Indonesia. 

• Perlunya edukasi hak dan kewajiban konsumen serta cinta produk Indonesia. 
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Ringkasan 

Saat ini konsumen sangat mudah untuk membeli makanan impor berkat pesatnya perkembangan teknologi. 

Namun, aktivitas jual beli yang tidak sehat masih marak terjadi di pasar, salah satunya kecurangan dalam jual 

beli yang seringkali terjadi tanpa konsumen memiliki pilihan ataupun kontrol untuk memilih. Hal ini 

mengantarkan konsumen menuju kerugian, dan menempatkannya dalam posisi yang rentan. Kerentanan 

tersebut antara lain, kurangnya informasi mengenai penyelesaian masalah konsumen, kurangnya 

pengetahuan tentang hak-hak konsumen, terbukanya praktik bisnis, tidak waspada terhadap praktik bisnis 

yang tidak sehat, dan tidak menilai produk secara objektif. Pengetahuan konsumen tentang karakteristik dan 

keamanan konsumsi produk impor adalah hal yang penting untuk terhindar dari kerentanan tersebut. 

Kepribadian konsumen juga mempengaruhi pengetahuannya mengenai produk dan dapat menyebabkan 

perilaku pembelian impulsif yang mengantarkan konsumen mengalami kerugian. Tak hanya itu, kelompok 

acuan seperti orang-orang di lingkungan sekitar konsumen menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi 

konsumen dalam memilih produk pangan impor. Oleh karena itu, berbagai pihak memiliki peran dalam 

peningkatan pengetahuan sekaligus perlindungan konsumen terhadap produk pangan impor. 
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Pendahuluan 

Pasar online yang terbuka bebas dan 

derasnya arus globalisasi menjadi alasan 

masyarakat mencoba produk pangan impor. 

Produk pangan impor adalah makanan atau 

minuman yang berasal bukan dari Indonesia. 

Ironisnya, walau kegiatan impor sudah diatur 

dalam perundang-undangan, masih banyak 

produk makanan ilegal yang beredar di pasar. 

Produk pangan impor tersebut tidak memiliki izin 

impor, tidak terdaftar pada Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM), tidak memenuhi 

standar, dan tidak berbahasa Indonesia. 

Data dari Kementerian Perdagangan 

(2019) menunjukkan bahwa golongan makanan 

dan minuman olahan rumah tangga pada tahun 

2017-2018 mengalami kenaikan impor sebesar 

1,22 persen. Produk pangan tersebut diimpor 

dari berbagai negara, seperti Korea Selatan, 

Tiongkok, Jepang, dan Thailand. 

Pada operasi Opson VIII tahun 2019 yang 

dilakukan oleh gabungan dari BPOM, Kepolisian 

RI, NCB Interpol Indonesia, Bea Cukai, dan 

beberapa kementerian, ditemukan 425 sasaran 

yang diduga melakukan tindak pidana di bidang 

produk pangan segar dan pangan olahan, salah 

satunya adalah produk pangan impor. Banyak 

dari produk tersebut tidak berizin edar, 

kadaluwarsa, serta mengandung zat berbahaya. 

Adapun total jumlahnya sebanyak 1.606 item 

dengan total 826.929 buah, dan total kerugian 

sebesar Rp.61.186.616.383 (Direktorat 

Penyidikan Obat dan Makanan 2019).  

Kehadiran produk pangan impor yang 

tidak sesuai dengan standar peraturan tentu saja 

akan mengancam perlindungan konsumen. Hal 

ini tentu saja tidak sejalan dengan UUPK Pasal 4, 

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa, 

serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara 

benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 

Konsumen akan menjadi rentan 

terhadap kecurangan dalam praktik jual beli dan 

pelanggaran hak konsumen yang disebabkan 

oleh lemahnya kontrol sosial dan institusional 

(Daniel 2017). Konsumen berada dalam kondisi 

rentan akan bahaya ekonomi, psikologis, dan 

fisik dalam transaksi yang ia lakukan (Smith dan 

Cooper-Martin 1997). Hal ini semakin diperparah 

dengan  keadaan konsumen rentan yang tidak 

memiliki kontrol pengambilan keputusan dalam 

interaksi tersebut sehingga ia tidak dapat 

memilih apa yang lebih baik untuk dirinya 

konsumen (Baker et al. 2005). 

Berdasarkan jenis kerentanannya 

(Cartwright 2011), konsumen rentan yang 

membeli pangan impor termasuk dalam 

kerentanan informasional, yaitu kerentanan 

karena ketidakberdayaan dalam mengakses dan 

memproses informasi-informasi penting untuk 

membuat keputusan yang baik. Adapun 

kerentanan ini diprediksi dapat dipengaruhi oleh 

kepribadian, pengetahuan akan produk, dan 

kelompok acuan (Baker et al. 2005; Liao et al. 

2009; Daniel 2017; Batat 2010). 

Berdasarkan uraian di atas, penulisan 

policy brief ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana pengaruh kepribadian, pengetahuan 

produk, dan kelompok acuan terhadap 

kerentanan konsumen produk pangan impor?. 

Secara spesifik, policy brief ini bertujuan untuk 1) 

mengidentifikasi perilaku konsumsi pangan 

impor, 2) menganalisis tingkat kerentanan 

konsumen pangan impor, 3) menganalisis 

pengaruh kepribadian, pengetahuan produk, dan 

kelompok acuan terhadap kerentanan konsumen 

pangan impor. 

 

Pembahasan 

Perilaku Konsumsi Pangan Impor 
Berdasarkan urutan pangan impor yang 

paling sering dibeli dan dikonsumsi, pertama 

adalah makanan ringan (46,8%), bumbu dapur 

(33,9%), dan makanan berat (27,1%), minuman 

(13,8%) dan bahan mentah (9,2%). Contoh 

makanan ringan impor adalah permen susu UHA, 
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Pocky Glico dan coklat Kit Kat dari Jepang.  

Contoh bumbu dapur impor adalah kaldu jamur 

Totole dari Tiongkok, saus tok-poki Korinus, dan 

kecap saus shoyu Yamasa dari Jepang.  Contoh 

makanan berat impor adalah berbagai jenis mi 

instan dari luar negeri, seperti Samyang dari 

Korea, Yum Yum dari Thailand, dan Peyang 

Yakisoba dari Jepang. Contoh minuman impor 

adalah susu pisang dan susu kedelai Vsoy dari 

Korea, Yoguruto dari Jepang.  Contoh bahan 

mentah impor biasanya tersedia di toko yang 

menjual khusus makanan impor seperti 

Supermarket Papaya yang menjual berbagai 

macam bahan makanan dari Jepang. 

Sebagian besar konsumen (60,10%) 

membeli pangan impor sebanyak 2-4 kali dalam 

enam bulan terakhir dengan pengeluaran 

sebesar Rp50.001-Rp100.000 per bulan. 

Konsumen mengonsumsi pangan impor karena 

berbagai alasan, seperti ingin mencoba (47,2%), 

terpengaruh iklan (26,2%), rasa yang enak 

(24,3%), kemasan menarik (19,3%) dan 

mengikuti gaya hidup (11,9%). 

Kerentanan Konsumen 

Kerentanan konsumen dalam membeli 

dan mengonsumsi produk pangan impor dapat 

dilihat dari akses informasi, tekanan pelaku 

usaha, dan risiko terhadap kerugian materi dan 

non-materi (Shi et al. 2017; Lee dan Soberon-

ferrer 1997).  

Konsumen memiliki akses informasi yang 

rendah, ditandai dengan beberapa kesulitan 

yang dirasakan oleh konsumen, seperti sulit 

mendapatkan informasi terkait atribut pangan 

impor (59,2%), sulit menelusuri jaminan keaslian 

pangan impor (61,9%), sulit memahami tulisan 

pada label karena menggunakan bahasa asing 

(54,1%) serta merasa bingung akibat terlalu 

banyak mendapat informasi (50,9%). 

Tekanan pelaku usaha berkaitan dengan 

kesulitan atau kelemahan dalam menghadapi 

praktik pelaku usaha yang curang. Mayoritas 

konsumen merasa dirugikan karena berbagai hal, 

dimulai dari tidak adanya jaminan pengembalian 

uang jika terjadi kerusakan maupun 

ketidaksesuaian dengan perjanjian (67,4%), tidak 

adanya jaminan perlindungan hukum bila terjadi 

sengketa terkait produk yang dibelinya (66,5%), 

barang yang diterima rusak atau palsu (64,2%), 

hingga penjual yang tidak memberikan respon 

atas komplain yang diajukan konsumen (63,3%). 

Risiko terhadap kerugian materi dan 

non-materi yang dirasakan konsumen timbul 

akibat kerentanan itu sendiri, biasanya berupa 

kerugian yang diterima oleh secara sepihak. 

Risiko tersebut antara lain membayar lebih 

karena tidak adanya tempat pembelian yang 

lebih terjangkau (64,2%), kekhawatiran jika 

informasi pribadinya digunakan penjual untuk 

melakukan penawaran barang (60,1%), dan 

ketidakmampuan dalam mengambil keputusan 

ketika terjadi masalah saat bertransaksi 

(55,51%). 

Berdasarkan tingkat kerentanannya, 

terdapat 10,3% konsumen sangat rentan dan 

30,2% cukup rentan terhadap pelaku usaha yang 

merugikan konsumen.  Hal ini mengindikasikan 

bahwa konsumen Indonesia masih rentan.  Bukti 

lain yang menujukkan kerentanan konsumen 

adalah Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 

Indonesia mempunyai skor sebesar 49,09 pada 

2020, atau berada pada kategori “mampu” 

(Kementerian Perdagangan 2020). Hal ini 

mempunyai arti bahwa konsumen sudah 

mengetahui apa saja hak-hak yang dimiliki 

namun belum terlalu aktif dalam 

memperjuangkan hak tersebut. 

Faktor Penyebab Kerentanan Konsumen 

Kerentanan dipengaruhi oleh 

kepribadian, pengetahuan akan produk, dan 

kelompok acuan (Baker et al. 2005; Liao et al. 

2009; Daniel 2017; Batat 2010).  Lebih dari 

setengah konsumen memiliki tingkat 

extraversion yang rendah (64,2%), 

mengindikasikan seseorang yang menutup diri 

dari lingkungan dan senang menyendiri. 

Konsumen juga teridentifikasi masuk dalam 

kategori agreeableness sedang (39.0%), artinya 
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cukup menggambarkan kasih sayang, rasa 

simpati, dan menghargai orang lain. Tak hanya 

itu, konsumen juga berada dalam dimensi 

counscientiousness (44.50%) pada kategori 

sedang, menggambarkan seseorang cukup 

teratur, terorganisir, dan pantang menyerah. 

Dalam penelitian ini ditemukan kepribadian tidak 

mempengaruhi kerentanan konsumen baik 

secara langsung mapun tidadak langsung melalui 

pengetahuan produk. 

Pengetahuan produk merupakan 

pengetahuan konsumen tentang karakteristik 

dan keamanan konsumsi suatu produk dalam 

membeli dan mengonsumsi produk pangan 

impor. Lebih dari setengah konsumen mengakui 

bahwa mereka memahami cara membedakan 

produk halal dan haram (69,3%), produk yang 

aman dan tidak (63,8%), serta merasa percaya 

diri dengan kemampuannya dalam berbelanja 

produk impor (55,50%). Namun di sisi lain, 

mayoritas konsumen belum familiar dengan 

produk pangan impor, dan belum memiliki 

pengetahuan tentang jenis produk pangan 

impor. Oleh karena itu, konsumen masih perlu 

banyak belajar mengenai karakteristik dan 

keamanan produk pangan impor karena 

pengetahuan produk yang dimiliki masih sedikit 

atau rendah. Hasil penelitian menunjukkan 

pengetahuan produk tidak mempengaruhi 

kerentanan konsumen.  

Kelompok acuan adalah suatu kelompok 

yang terdiri atas dua orang atau lebih, yang 

berinteraksi untuk mencapai tujuan dalam 

memenuhi kebutuhan individu maupun 

kebutuhan bersama, dan secara nyata 

mempengaruhi perilaku seseorang (Schiffman 

dan Kanuk 1994; Sumarwan 2014). Contoh 

kelompok acuan antara lain keluarga, kelompok 

sosial formal, kelompok belanja, kelompok 

penggiat konsumen, dan kelompok kerja 

(Schiffman dan Kanuk 1994). Sebagian besar 

konsumen melakukan konsultasi alternatif 

pilihan dengan teman atau keluarga jika ingin 

membeli produk pangan impor yang mahal. 

Konsumen juga terlebih dahulu mengumpulkan 

informasi mengenai produk pangan impor yang 

akan dibeli. Produk pangan yang dipandang baik 

oleh masyarakat menjadi salah satu hal penting 

bagi konsumen dalam menentukan pilihan 

produk pangan, karena konsumen membeli 

produk pangan seperti yang dibeli teman atau 

orang lain. Namun, terkait informasi dan 

dorongan untuk membeli dari lingkungan sekitar 

(kelompok acuan) yang diterima oleh konsumen 

masih rendah.    Hasil penelitian menujukkan 

bahwa pengaruh kelompok acuan tidak 

ditemukan pengaruhnya terhadap kerentanan 

konsumen. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kerentanan konsumen tergolong dalam 

kategori rendah, artinya konsumen berdaya atas 

dirinya dalam praktik jual beli pangan impor dan 

kecil risikonya terjadi penipuan maupun 

kecurangan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian 

ini menunjukkan kepribadian, pengetahuan 

produk, dan kelompok acuan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kerentanan 

konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kerentanan konsumen tidak disebabkan karena 

faktor yang ada pada diri konsumen, melainkan 

ketidakberdayaanya karena sistem pelaku usaha 

yang menyebabkan konsumen tidak berdaya.   

Mayoritas konsumen mengaku bahwa dirinya 

tidak memiliki kontrol saat terjadi 

ketidakpuasan, seperti komplain yang tidak 

direspon, tidak ada jaminan pengembalian uang 

atau barang, dan tidak mampu mengambil 

tindakan saat terjadi masalah.  Oleh karena itu 

perlu upaya pemerintah dalam melindunginya 

dari pelaku usaha yang dapat merugikan 

konsumen dengan menegakkan UU No. 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).   

Pemerintah menindak tegas pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi-

sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun 

sangsi pidana.  
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Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

(BPKN) dapat melakukan peningkatan sosialisasi 

etika bisnis dan ancaman pelaku usaha (importir 

atau distributor pangan impor) yang melanggar 

ketentuan sesuai UUPK.  Bagi pelaku usaha 

diwajibkan menjalankan tugas dan kewajiban 

untuk ikut serta menciptakan dan menjaga 

iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi 

pembangunan perekonomian nasional secara 

keseluruhan. 

Pemerintah bekerjasama dengan pihak 

terkait dalam rangka edukasi konsumen tentang 

hak dan kewajiban konsumen serta cinta produk 

Indonesia untuk membentuk konsumen yang 

berdaya. 
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